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: ;ﬁcaiz mamkiz ye, pmsizfmzdzma’gnesm, e

telak dmnggap Sebagaz suam ”ladarzg bisnis ".:'.3_--5
Cyang mens ngkan. Penulis berpendapaf

- bohwa ketentuan hukum tentang perzinchan
horus dzpere’;akamz dcm harus benar-benar |

- mencerminkan aspirasi: “dan niloi-nilai yang -
hidup dalam masyarakat. Untitk e, diameng- |
‘usulkan agar aturan kukuny pidang tentang | v

- pemmfmrg lebik diperketat lagz-daiam I{L’HP NG T
Naszoml yang aﬁ:an dag‘ang o TR R

+.Belum:ama ini mass media memberitahukan-meningkatnya kuantitas pe-
langgaran hukum (baca: kejahatan) yang terjadidisekelilingkita. Peningkatan
tersebut tidak hanya berkisar pada kejahatan yang menyangkut harta benda
tetapi juga:pada kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan."

- Delik susila, yang oleh Kitab- ‘Undang-undang Hukum ?u:lana (KUHP)
diatur dalam- pasal 281 sampa: dengan 303 bis; terdiri dari-beberapa delik: -
Adanya penambahan pada kelompok yang:mengatur kejahatan susila itu da:
lam KUHP:(misalnya: penambahan ‘pasal 303 ‘bis):menunjukkan bahwa-apa
yang.dianggap-atau-dipandang porno;:a susila ‘atau :melanggar-kehormatan
kesusilaan iru diantara orang per orang, suatu lingkungan masyarakat, suku
bangsa, negara dan sebagainya adalah (relatif) berbeda; dan bahkan pan-
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dazagann}'a ita akan berubzh pula dari masa ke masa.’ :
Meskipun demikian tidak terpurigkiri baliwa ada pula bagian dari deh}c
kesusilaan yang bersifat universaly: dimanaia.akan menjadi suatu keteningn
universal atau ketentuan yang mﬁnjangkau ke seluruh negara-negara yang
'beraaab apabila:®
1. Delik demlkzan dilakukan dengan kekerasan, senem perkosaan;

Z. “Yang menjadi korban adalah orang di bawah umur;
307Dk ang demikian dilakukan dimuka umum; _ '
4. Kor am keadaan tidak berdaya; pingsan dan sebagamya :
5. T ublingan tertentu-antara pelaku dan obgek delik, mlsalnya

rang atasan ter hadap bawahannya

di kota-kota besar di tanah air, khususnya di Jakarta menurut karm
sesungguhnya sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan.
- Eekhawatiran itu akan terasa bila kita "mau” menengok industri prost:«
tusi yang ada di sekitar kita, baik yang sepertinya “legal” (atau sering
diistilzhkan dengan lokalisasi), maupun yang liar.. Cobalah "buang” waktu
sedikit untuk memperhatikan, bagaimana perkembangan kuantitas "populasi”
pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri yang seperti itu. Sudah ba-
rang tentu semua ini akan membawa dampak yang tidak baik (bukannya: ku-
rang baik) bagi masyarakat pada urnumnya, terlebih yang bermukim di seki-
tar. tempat -berlangsungnya. "busisses ‘transaction” - yang -demikian, Peng—
aniayaan, penyalahgunaan obat terlarang, bahkan pembunuhan Juga sermg
terjadi ditempatlokalisasi bisnis haram ini. -
KUHP kita, yang merupakan "warisan" penjajah, yang sudah usang dan
‘renta”. itu, yang ketentuan didalamnya banyak "mencover” kepentingan pe-
merintahan kolonial, pada dasarnya juga mengatur kejahatan susila. Apakah
pengaturan delik perzinahan, yang merupakan bagian dari delik susila, yang
telah diatar KUHP itu, dapat tetap kita pertahankan, dengan memperhatikan
perkembangan yang terjadi di alam nyata, khususnya prostitusi.dalam hukum

! Andi Hamzah: Pornografi Dalam Hukum Pidana; Suate Stedi Perbandingan (Jakarta: Rina Mulia,
1987), hal. 34

* Gemar Seno Adji: Herdiening, Ganii Rugi, Suap, Perkembangan Delik (Jakarta: Erlangga, 1981),
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nas: dan/atau’ wamta yang meiakukan perza— '
- ';nahan' xm tenkat talx perkaw_a_n_a.n dengan praa ‘atau wanita iamnya Juga tidak -
o -dxperscalkan, apakah perzinghan ity terjadi: berdasar kemgman semata dari
'kedua belah pihak atau berdasar pembayaran (uang) terténtu. Dengan perk -
'jtaan fain, perzmahan itu lebih luas cakupannya daripada "overspell™.*

- Terlepas dar¥ persangkaan bahwa usia: ‘prostitusi‘di dunia‘ini adalah sama
tuanya dengan uisia manusia itu sendm sepertinya kita‘akan: sepakat menga—
takan disini: bahwa prostitusi: adalah sebuah ladang bisnis usang-yang tidak

pernah lapuk termakan usia. Dia tetap dapat eksis dan hidup:di berbagai be-

lahan dunia. Mungkin hanya prosentase kuantitasnya saja yang membedakan
keberadannya di suatu daerah atau negara dengan daerah atau negara lamnya
Dan; vang cukup mengagetkan adalah bahkan. hasil yang didapat dari- seorang
pelaku bisnis:ini per: tahunnnya rata-rata di*Amerika.Serikat pada 1982 ber-
kisar antara US $ 15,000 sampai US $ 45,000.* Sungguh angka yang cukup
besar, bila kita bandmgkan dengan pendapatan darl pekerjaan lam yang
txdak menjual tubuh.: :

- Hubungan sex antara pria: dan wamta yang bukan 1stermya ini; dllakukan
berdasar ‘uang semata, atau imbalan lainnya. Padanya-hanya terdapat kons+
truksi hukum:perdata seperti-jual-beli jika kita-boleh- menganalogikannya:
Disini tidak dipersoalkan perasaan "suka” atau "tidak’ sukanya" parapelaku,
tetapi ia akan:terjadi dan karenanya berkehendak hanya: dlkarenakan :fsemata
dan berdasarkan uang atau. pembayaran/imbalan tertentu lainnya:-

Perkembangan "pekerjaan’ prostitusi, ternyata tidak lagi sernata suatu
peker;aan "full txme" Ia tldak iagi harus merupakan pekerjaan utama. dan

*lihat: Topo Santosa: Masalnh Delik Perzinakan di Indonésia Dewasa Ini, daiam Majalah Hulkumdan
Pembangunan No. 2 Th, XXV April 1995 (Takarta: FHUT, 1995) hal. 156-157....
* Carl P. Simon and Ann D. Witte: Beating the System: The Underground Economy, (Dover, M
e B0 Honea 1099 hal 240 -
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:mereka yang berkec;mpung da]am duma yang. dem;k;an Di:USA; oleh Lmd-- _
_'_qulst d1lan51r bahwa. chsampmg "full time", 'ada puia pelaku bisnis ini yang :

S ‘Dekerja "part time", seperti ibu rumah tangga, pegawai departemen store,

pegawai ‘kantoran, yang, membutuhkan uang ekstraagar- mencukupa gaya §n~
dup mewah ‘yang dﬂmgkungannya dan lain sebagamya ne '
salmana dengan di negara kita? Pembentaan mass media karanya su—: _

"'b&ragam q an pada ﬁmumnya adaiah dikarenakan desakan ekonomi ;e-tipu -
udlan txdak mau. lepas darl ketert;puaunyw kecanduan alkohol dan_

germo yang. membawahl beberapa pelacur Sx germo mﬂah yang menyed1a~
kan beberapa fasilitas- penunjang serta dzmaksudkan untuk. menalkkan n11a1
Juai'--“dagangannya
=+ Hartono, sebagal mlsa! dan pembentaan mass rnedxa beberapa waktu
yang laly, -adalah seorang.germo bagi pelacur - “high class”: -pada saat per-
sidangan ia: mengaku: bukan :germo, tetapi-hanyalah fasilitator: saja- yang
berani berinvestasi: dengan cara mengoperasikan-bedah plastik. anak-anaknya
(baca: pelacur asuhannya) juga menyedlakan fas;htas tempat tmggal dan
assesoris lainnya. . o
Selain yang beroperas1 d;bawah germo, dltemux pula peiacur free
lance"; 'yang mandiri dan bekerja tanpa pengawasan orang lainnya. Yang de-
mikian:_.iniftidak--terbata,s pada yang: "part time" saja, tetapi juga yang “pro-
fesional", yang "menjual badan" adalah satu-satunya mata pencahariannya.:
- 7Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, banyak ahli mengemuka-
kan argumen-dan:teorinya. Karenanya masalah prostitusi ini‘tidak lagi dapat
semata-mata hanya ditinjau dari sudut pandang sosiologi, tetapi telah-banyak
meminta peran serta-dari - disiplin ilmu lainnya, seperti psikologi, dengan
psychoanalitic teorinya, kedokteran jiwa; ekonomi, dan hukum, disamping
bidang lainnya dan para agamawan. Semua ini wajib bersatu padu, bahu

3 John H Lmdqulsz Mmdcmeamr Cnme Trivial Cnmmal Pursw: (Newhury Park Sage
Fublication, 1983}, hal. 38.

R v s

Pebruari 1996




o Delzki’emnahan

LHass lak1~lakl yang ‘berist iberbuat zina, sedang dlketahumya bahwa
“i¥ pasal 27 thab Undang—undang Hukum Perdata berlaku padanya,

) '5perempuan yanﬁ‘ bersuami berbuat zina; il R L

laki-laki yang turut el'ékﬂ'k-anny pe"rbua'tan itu;- 'Sédang‘_dikét

© % huinya, bahwa Kawannya itu berstiami; - a0 0
bz -’perempuan yangitidak bersaamiyang turut meiakukan perbuatan
: 'sedang d:ketahumya, bahwa kawannya itu beristeri dan’ pasal
ang-undan': ' Hukum Perdata berlaku pada kawannya

27 Kltab Und

EreON *--ltﬂ;- g2 i . J

(2) Penuntutan hanya dx]akukan ‘atas pengaduan stiami (1ster1) yang: menda—
-pat malu dan jika'pada suami (isteri) itu ‘berlaku pasal 27 Kitab Undang-
“undang Hukum Perdata dalam tempo 3 bulan’sesudah pengadian itu; di
+ikuti'dengan permintaan akan berceral atau perplsahan tempat tidur dan
meja makan oleh perbuatan it juga. e i

(3) ‘Tentang pengaduan-ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku i

(4) Pengaduan itu boleh d:cabut selama pemer:ksaan chmuka s1dang peng~
“‘adilan-belum dimulai. - :

(5) Kalau bagi suami dan isteri itu beriaku pasai 27 Kitab Undangwundang
Hukum Perdata, maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelum mereka

" Tegjemahan KUHP yang d:pa{caa adalah dari: R. Suwsilo: Kirab Undan,g undang Hukurm' P:dcma

gx\susu‘) SErE Aufrs’é‘?fm mﬁ‘gﬁﬁ"’“’?ﬁﬁf@”% TEESY
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m zjtang--z-perpisaﬁf.'

+ Keadaan yang bersuat.disknmmamf ini menuruﬁ panjelasan reszm pasai_
284 KUHP it timbul didasarkan’ atas "eigenaardigesamenstelling der indis-
che maatschappzj dimana: menurnt pandangan pribumi -yang éaszmpuikaﬂ :

- oleh para penguasa Hindia Beianda perzmahan it hanya mung%,.m dﬂakukan
.oleh pihak wanita.? s

Apakah memang-demlklan bahwa menurut hukum adat darz _banyak dae-

Indonesna, terlebih laga hukumris}a'm' sama sekaix tldak membenkan "prev1—
lige":bagi seorang pria atau suamj untuk dapat melakukan perzinahan tanpa
dikenakan suatu sanksi, sepe 'uga yang. dikenakan pada pihak wanitanya.

selain danpada itu, kami kira, adalabh tidak tepat bila kita mengldenﬂkan
antara perzinahan dan polzgaml Dua hal ini sangat:berbeda satu sama lain.
Hubungan sex yang dilakukandalam perkawinan (yang berpohgam;) itu baru
dapat dilakukan apabila perkawinan yang kedua (dari si suami itu) diseleng-
garakan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sementara itu; seperti telah di-
sampaikan di-atas, perzinahan itu adalah ‘hubungan kelamin pria dan wanita
yang: bukan suami isteri. Sehingga karenanya sama sekali tidaklah dapat-kita
katakan bahwa: hubungan sex dari:suami.(yang berpoligami itu).dengan iste-
rinya adalah perzinahan, Dalam kaitan ini Prof.. Oemar Seno Adjiberpenda-
pat bahwa perundang-undangan vang demikian -yang. mengadakan pendls—
kriminasian itu- sudah. bersifat "out.of touch™; 1%

Perta.nyannya sekarang adafah apakah kita harus tetap mempertahankan

! Gemar Seno Adji: Hukum Pidana Pengembangan (Jakaria: Erlangga, 1983), hal. 27,

? R. Scestlo: Kitab Ur.dang~una‘angﬁukum Pidana (KUHP) sertd Kamemar, (Bogor Politeis, 3983),
bai, 209, o . D e T

””W““”WA””“‘W”“&W% ﬁﬁﬁ“ﬁﬁ%ﬁ“ﬁfﬁ?ﬁ&“ }”“ ngemoangcm G REL T
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kxta'masxh tetapff:
nengartikan perzinahan dalam p gernan KUH?SI de-

: 1d : Jxka klta misainy
- meagkaltkan masalah perzinahan i 1m dengan norma dan nilai agama; yang
semestinya- harus duamm oleh negara’’ Dengan demikian; mesklpun mems-,
‘luK 'suatu ‘agama itu -adalah- hak azasi: seseorang, “akan: tetapl ‘begitu ia
memeluk suatu agama penegakan hukum agamanya harus juga: dijunjung
“oleh négara. Hal~ yang ‘demikian’ tidak “berarti ‘bahwa negara ‘kita’ (akan)
berazaskan suatu’ agama "la_mkan alternatif yang. dxtempuh adalah badan
'_'pembuat undang-undang waij membentuk suaty ketentuan pidanayang pada—'
nya akan tercermin pula etika; norma dan nilai: ‘agama yang bers:fat uni-
versal. Bukankah larang: perzmahan itu mempakan $uatu norma agama yang
bersifat umversal tanpa mellhat smp pelakunya tanpa ada pendlsknmmatafan

sed;klt-pun P L P _ ; GRS .

7 Pandangan Yunsprudens: A

Sepem te}ah digambarkan dzatas pendlskrzmmas:an daiarn delz pez‘zn-
nahan tersebut sangat dirasakan tidak adil. Akan tetapi, karena nota benenya
delik tersebut diatur pada-sebuah.undang-undang (pasal 284 KUHP); maka
menurut:“stufenbatheori” dan"Hans Kelsen, ‘yang-kita ‘anut -seperti nyata
pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966-, maka pencabutan atau pembahan
atau amandemen terhadapnya harus dllakukan pula melalui *sarana’ suatu
undang-undang. . i

Apakah dengan dermklan beram bahwa seiama tidak ada undang-un—
dang yang (teiah) merubah pendikriminasian itu, maka ia akan tetap- ekms

dan-tetap tarusditafsirkan securs farafian auanya’
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suam 'walaupun tadak be aku bagmya pasai 27 K‘GHPerdata—, yang belum
memperoieh izin dari: Pengadzian Agama untuk: beristeri lagi;-dan. karenanya
berlak_u 3735, mon@gamz___bagmya dapat dltuntut pldana ex pasal 284 KUHP
ex pasal 279 KUHP. B0 v '

‘Oemar Seno Adji berpendapat bahwa sesudah Undang-undang Perkawm-»
an No. 1 tahun 1974 berlaku, suatu perbuatan "zinah’ dapat dilakukan oleh
seorang suami tanpa mempersoalkan apakah baginya berlaku pasal 27 KUH-
Perdata atau tidak dan hal demikian mengakibatkan, bahwa baik seorang
isteri ataupun suami dapat d:persaiahkan melakukan zmah’ ex pasa} 284
KUHP-tersebut ™ i o0

D@ngan putusan darl pengadxlan temnggl tersebut dltambah laga dengan
pandangan dari ahli pidana terkenal kita tersebut diatas, serta rasa keadilan-
dan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat Indonesia pada umumnya;

n Oemar Seno Adp KURAP Sekarang {Jakana: Eﬂangga, 1982) fal, 4243
18 Oemar Senio Adji: Huham Mam: Pengembangan op c:l hal 107
© N ibid hal. 1334134, : : R

¥ fiid., hal. 134,
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o yang tercela menumt norma-norma susﬂai-_dapat dikwahﬁsm sebagai suatu
~‘tindak padana 15 Sudah tentu hal'yang demikian ini:sangat sulitkita: panuti,
.~ Moral dan susila’ yang. hndup di: masyarakat kita Iebih cenderung untuk
: mengklas:ﬁkasxkan perzmahan sebagal suatu tindak pidana. Pencantuman pa-
sal perzmahan dalam KUHP baru kita yang akan datang semestmya didasar-
kan atas suatu: keyakman penuh bahwa perzmahan itu' sepantasnya. dxpi-'
“ danakan karena ia -mentirut agama ‘misalnya-: melanggar kesucian-dari per-
kawman atau merupakan suatu extra~mar1tal sexual mtercourse yang harus
' -dxceia A

Sebaga:mana kxta ketahuz bersama hukum pldana berkedudukan sebagai
_ 'hukum ‘yang: menunjukan batas yang tidak-boleh dilewati; ‘sebagai. hukum
~ yang mempunyai: sanksi bersxfat memaksa, Mengmgat hukum yang restriksif
sifatnya, ‘dapat dimengerti, bahwa lingkup ‘hukum positif tidakiah ‘persis
bertepatan dengan lingkup tuntutan etis. Kemungkinan tersebut terbuka
menjadi lebih lebar dalam masyarakat yang berkebudayaan pluralistik. Me-

ngmgat hai tersebut ada beberapa konsekwens; yang perlu daperhatxkan '

Y Ibid., hal. 135. =
-  Cemar Seno Adjl Hukum {dcara) Pidana Dalam Prospeksif, (Jakana: Erlangga, 1984) hal 21,

:l? Thot
TR n&% 27
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s isist: am moral-}uga membutuhkan hukum Moral akan: mengawang
- ngawan saja;. kaiau tidak: dlungkapkan dani dllembagakan dalam masyarakat _
seperti . (untuk sebagmn) terjadi pada ‘hukum.? Undang~undang .yang
immoral "dak adildan —mungkm tidak mencerminkan ailai-nilai yang: hidup
; arus d;tolak dan ditentang atas peﬂ:mbangan etls Dalam

ertanyaannya sekaraﬁg, bagaimana mlal moral tersebut dapat bes:-.
diri: :egak ~dan tidak: hany a:erupakan-’buah bibir> -8aja~bilamana tidak ada
yang menjadic penjag___' jal; yang dengannya dapat diberlkan sanksz p:dana
bagi: peianggarnya ,

Kiranya harus ita dukung bersama usaha~usaha yang d:lakukan untuk
menghindari: konflik antara moral:dan hukum; seperti yang dilakukan Panitia
RUU KUHP; yang.melalui ‘pasal 386-nya®)-telah: mencoba: menyelaraskan
nilai moral yanghidup ditengah-tengah masyarakat dengan ketentuan hukum:

dnnana dxtentukan ‘bahwa; persetubnhan yang dﬁakukan dﬂuar perkawman

1 3‘ . Ch: rwaw:dyana Et:ka Bmmedzs Penggugumn Suatu Kasus Enka .da!.am Bud.i.: Sasanto, _
et.al (ed.): Miai-nilai Eis dan Kekuasaan Utopis {Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal: 35

¥ K. Bertens: Erika, (Jakarta: Gramedia Pustaka, Umma 1994), hal. 41,

® Ibid, : :

g Mard_;om Rc}ca&dtputm Pembahaman Hukum Pzdana Kumpula.n Karangan Buku Kefmpaz

Gebarrer Powe Pelryurn Keudiia denr P sabay Bovus - Uny Indonesid), 1994 hai. 34.
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g = apabﬂa kita' bprdahh bahwa kebebasan dan pi‘ivasl seseerang dalam mdang
sex "termmp untuk hukum, sehingga hukum pidana berhenti di depan pintu: -

kamar. Karenanya mempertahankan pengertian perzmahan menurut KUHP
{yang. sekarang bsr}aku}, sama saja-dengan. mengesahkan pelunturan_ miax-—
'mlaa kebaikan yang- hidup dalam masyarakat., 7 '
. Lihat, sebagaa misal, akibat yang ditimbulkan oleh suatu bursa sex 1ega.i -
dibﬂangan Jakarta Utara bag; lingkungan sekehhngnya khususnya pada
_-anak—anak yang tinggal di sekltar-—nya ‘Masihkan ‘kita hendak berkelit dan
ingin tetap. ‘mempertahankan “privasi® yang merugikan itu? Masihkah kita
harus ‘bertahan’-dengan men-dewa-kan nilai; liberal, yang dicontohkan ne-
gara Barat vang pada ujungnya hanya tahu soal kebebasan tapi kurang pa-
ham akan tanggung jawab? -

Kini, tinggalah harapan kita hanya pada —yang merasa dan mengaku se-
bagaz- wakxi rakyat, yang kiranya ‘dapat melihat dengan jernih nilai-nilai
susila dan :moral yang hidup ditengah-tengah masyarakt Indonesia, dimana
m; yor it ny; (rnasah dan akan selaiu) hldup dalam nuansa rehgms

- Paftar Pusta!éa 55

Oemar Serio: Herzlching,: Gapti Rugi; Siiap; Perkeribangan Delik,
Jakarta: nrlangga 1981.

Adj

Hukum (/icara) Pzdana Dafam Prospe}a‘zﬁ } akarta Erlangga
1984,

W?.:KUMP Sekamng, Jakarta Eriangga 1982

: Hudaom Pidana Pengembangan Jakarta: Eriangga 1985
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o .':Hamzah Andi Pomograﬁ Dalam Hukum Pza‘ana, Suatu Studz Perbandmg-
an Iakarta Bma Muha, _1987 :

San 50, Topo: Masalah Delik Perzmahan Dz Indonesza Dewasa Im daIam
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Slmon Carl P. and Wltte Ann D Beatmg zhe _S)zstem The Underground
: --“'-Eco' my'-*Dover MD Aubom House, 1982 -

Susﬂo R Karab' Undang«Undang Hukum Pzdana (K UHP) serta Komemar
Bogor Pohtela 1983 MY G

‘Seorang slim hatus mengajar diciaya sebelum mengajar
orang fain, dan hendaknya mengajar dengan perilakunya
sehelum mengajar dengan ucapan-ucapanaya

EmpatPerkar& :ya‘ngrketilﬁy:a' adalah hésar’,"yéitu
api, permusuhan, penyakit dan kemelaratan
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